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ABSTRAK ""

Tujuan utama dalam penulisan artikel ini adalah untuk memperoleh
pemahaman mengenai faktor-faktor yang diperlukan dalam aktivitas
benchmarking peningkatan layanan di pemerintahan daerah, terutama faktor-
faktor yang memiliki kontribusi positif. Artikel ini juga bertujuan untuk
mengevaluasidisincentives untuk benchmarking dan permasalahan-permasalahan
pengukuran kinerja balk keuntungan kuaUtatif dan kuantitatif. Dan terakhir,
artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana organisasi pemerintah
khususnya pemerintah daerah mempelajari proses aktivitas benchmarking dan
bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas layananjasa yang ada
di dasarkan pada konsep BestValue.

Sistematika pembahasan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
penjelasanmengenai istilah "benchmarking" daninstrumen-instrumennya yang
berkaitan dengaii sektor pemerintah daerah, penilaian pengaruh pengukuran
kinerja dan pengendalian dalam sektor pemerintah daerah, diskusi dari
permasalahan benchmarking di bawah kendali bestvalue,penjelasan mengenai
benchmarking di bawah kendali bestvaluedan ditutup dengan simpulan.

A. PENDAHULUAN

Dalam sektor swasta, benchmarking 6\aku\ sebagai usaha untuk mencari
dan menggabungkan praktik-praktik terbaik ke dalam perusahaan untuk mencapai
persalngan yang menguntungkan. Camp (1989a, p. 62) menjelaskan, yang
dimaksud dengan benchmarking adalah suatu hal yang positif, proses proaktif
untuk merubah operasional dalam usaha yang terstruktur untuk mencapai kinerja
yang paling optimal. Keuntungan menggunakan benchmarking adalah bahwa
fungsi-fungsi diharuskan untuk mencari praktik-praktik industri eksternal yang
terbaik dan menggabungkan praktik-praktik tersebut ke dalam operasional mereka
di dalam perusahaan. Hal ini akan memuncuikan keuntungan, penggunaan as
set perusahaan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan
memenangkan persaingan yang ada.

Tinjauan teoritis mengenai praktik benchmarking layanan pemerintah
daerah ini ditulis dengan beberapa alasan;
1. Diberlakukannya otonomi daerah yang pada akhirnya mengharuskan

pemerintah diaerah untuk meningkatkan keimampuan manajerialnya dalam
mengelola sumber daya yang dimilikinya

2. Kemampuan nianajerial tersebut perlu ditingkatkan di dalam upayanya
mengembangkan aset daerah baikyang kuantitatif maupun kualitatif
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3. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan
manajerial adalah dengan meiakukan benchmarking balk
ataupun organisasi publik yang sejenls.

B. PENGERTIAN BENCHMARKING

dari sektorswasta

Menurut Holloway et.al. (1999b), benchmarking adaah aktivitas yang
berkelanjutan; kuncidari proses internal yang disesuaikan, kinerja yang dimonitor,
perbandlngan terbaru yang dibuat oleh kinerja yang terbail< yang diharapkan
memunculkan perubahan-perubahan yang terbaik. Camp (1995) mencetuskan
tipologi untuk mengklasifikasikan aktlvitas-aktivitas benchmarking yang ada di
Inggris meliputi praktik-praktik; |
* Intemal. Suatu perbandlngan antaroperas! yang sama dalam suatu organisasi
* Kompetitif. Suatu perbandingan dengan pesaing yang terbaij< secara langsung.
* Fungsional. Suatu perbandingan metode dengan beberapa perusahaan yang

memiliki proses sama dalam fungsi yang sama.
* Proses Generik. Suatu perbandingan proses kerja dengan yang lain yang

memilii inovasi.

Holt dan Andrew (2001) menjelaskan bahwa benchmarking beroperasi
pada dua tingkatan; yakni suatu metode untuk pengukuran dan suatu perhatian
akan aktivitas. Sebagal suatu metode untuk pengukuran, benchmarking menilai
kinerja secara relatif dalam ha! produktivitas, keuntungan, ataii kecepatan, untuk
kemudian mengeluarkan metric barang yang bagus atau klinerja yang jelek.
Sedang sebagal perhatian akan aktivitas, benchmarking merupakan pengukur
pengaruh dari inisiatifuntuk mencapainya, menjaga kinerja dan kapabilitas yang
ada dari metric tersebut. |

Di bawah ini disajikan kerangka benchmark yang dikembangkan oleh Liu
et al. (1997) dalam Holloway et al. (19g9b)

ban apa yang digambarkan oleh Liu di atas, dapat dijelaskan bahwa
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benchmarking merupakan proses yang saling beitiubungan dimulai dari identifikasi
proses perbaikan yang dikehendaki didasarkan pada implementasi program yang
ada, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang terkaitdengan proses identifikasi
tersebut, dari datayang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa untuk kemudian
diimplemetasikan pengembangan dari program yang ada tersebut. Proses ini
kemudian akan berulang kembali pada kegiatan benchmarkingtahap selanjutnya.

Senada denganpenjeiasan Liu sebelumnya, Smith (1994) menjelaskan
proses benchmarking dengan suatu diagram sebagaimana yang tersaji berikut
ini.

Stags1;Who h tis customer?

Stage3:Whal arethecustomer'a
dedslon-making le^ements?

Stage 4;Whal problam areee dowa perceive
InthededskswnaUng process?

St^S:Hwdowecomparewith MherorganlzaHoris?
^atcan we ganfrocn 1>BitchmBfl:lng*?

Stage6:Whal doeelhecuatatnarlNnli?
Resultsdcusiomer survey

Stage 7:(dentiflcetlon ofImprovemantopponuoltes

I:Quality linpfovament porass

EGtnlnstedelldendes

Dimulai dengan mengetahui siapa pengguna layananorganisasi, maka
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akan diketahui kebutuhan darl masing-masing pengguna Iayanan tersebut.
Dilanjutkan dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebljakan
penggunaan layanan tersebut, kemudlan kemungklnan masaiahyangmuncul
darl diterapkannya layanan tersebut. Maka pada tahap Inl akan muncul proses
benchmarking untuk mengetahul alternatlf-altematifpengemba'ngan layanan dari
organlsasi lain yang sejenis sehingga diharapkan muncul dari proses
benchmarking Inl proses pengembangan kualitas. Darl proses pengembangan
kualltas Inl akan muncul strategl baru, pembatasan ketldakeflsienan pelayanan
dan solusi dari masalah-masalah yang muncul.

C. PENGERTIAN BEST VALUE

Hopwood berargumen bahwa yang dimaksuddengan Best Value adalah
seperangkat hal yang dapat menjadi "prevailingnotion of effectiveness". Definlsl
yang jelas dicetuskan oleh Ball (2001) mengenal Best Value, Vaknl dllstilahkan
dengan 'EmpatCs' yang merupakan kerangka formalnya;
(1) Challenge, kebljakan atau pendekatan yangsedang dijalankan balk untuk

mengldentlfikasi alternative kebljakan atau menyeiesaikan reltensi yang muncul
darlkebljakan tersebut. I

(2) Compare, dengan penyedia jasa lain sejenis untuk mengldentlfikasi dan
mendorong praktlk-praktikyang terbalk.

(3) Consult, dengan stakeholders untuk mengldentlfikasi Isu-isu yang
mempengaruhi kebljakan mendatang.

(4) Compete, gambarkan persalngan darl pendekatan/kebija <an yang adadan
penllalan terhadap pengelolaan layanan publlk dlmasa mendatang.

Best Value merupakan komltmen pemerlntah untul|; memodernlsasi
pengelolaan pemerlntah daerah danpraktik bisnlsnya sehingga kewenangan lokal
yang ada tersebut dapat memberikan layanan jasa yang leblh balk dan
bertanggungJawab. Best ValueInl mellputi;

* Pursuing continuous improvement:
*Achieving a balance between qualityand cost; and
*Improving accountabilityby being more responsive tostakeholders
Kerangka pemlkiran yang barudariBest Value Inl akan mengakomodasi

pendekatan baru yang radlkai untuk layanan jasa. Penyedlaan layanan Jasa
dihadapkan pada dua plllhan, yaknl keputusan "make orbu^. "Make" artlnya
apakah layanan publlk tersebut dlselenggarakan sendlrl olehjorganisasl publik,
sedang "buy" artlnya pengadaan layanan publik tersebut dlselenggarakan oleh
entltaslain dlluarorganlsasipubllk dengan control olehorganlsasipubllk tersebut.
Sebagai contoh, pemerlntah daerah akan melakukan Joint Venture atau kerja
sama untuk menlngkatkan layanan jasa misalnya dengan coniracting out. Ketlka
InovasI dan Inislatlf mulal berkembang dalam sektor publlk, risiko dan perubahan
yang dihadapl pun juga mulal menlngkatyang harus segera diatasi dengan hati-
hof! I »: i.-i j '-•••layamenekankan

sistem yang leblh

hati. Kerangka Best Valueakan menggganti keberadaan bu(
pada biaya darl compulsorycompetitive tendering dengan
fiekslbel yangakan menlngkatkan kualltas danefektivltas pengelolaan pemerlntah
daerah. Sehingga dengan adanya Best Value Inl, perhatlanpemerlntahtidaklagi
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' pada bagaimana layanan jasa disesualkan dengan blayayahg adatetapi lebih
menekankan pada sampai sejauh mana layanan jasa tersebut bisa memenuhi
keinginan masyarakat.

Kerangka besf va/ue tersebut terdiri dari serangkalan prinsip-prinsip utama
sebagai berikut;

• Best Value adalah mengenai perkembangan yang berkelanjutan;
pencapaian kualitas layanan jasa adalah sebagai suatu proses bukan sebagai
tujuan, dan perkembangan Best Value untuk pemerintah daerah adalah terus
menerus.

* Best Value adalah mengenai akuntabilitas; yang membutuhkan
transparansi melalui konsultasi dan penugasan audituntukmeyakinkan efektivitas
komunlkasi dengan komunitas pemerintah daerah.

Best Value\uQa memerlukan pengawasan formal, yang mencerminkan
kesepakan untuk selalu meningkatkan kinerja, kewajiban dan fungsi masing-
masing pihak dalam pemerintahan daerah.

D. OPTIIVIALISASI PENGELOLAAN LAYANAN PUBLIK

Dengan adanya Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan,
pemerintah daerah hendaknya lebih mengutamakan penyampaian peiayanan
kepada masyarakat secara lebih baik dan memperhatikan upaya peningkatan
kinerja peiayanan yang diberikan kepada masyarakatnya. Peningkatan kinerja
peiayanan kepada publik tentu saja terkait dengan banyak hal, seperti adanya
efisiensi yang merupakan perbandingan antara input dengan nilalkewajaran in
put tersebut, adanya produktivitas layanan yang merupakan rasio output
dibandingkan dengan Input, adanya efektivitas layanan publikyang merupakan
perbandingan antara outcome (dampak) dengan outputnya.

Hodgkinson (1999) menjelaskan pengembangan produktivitas layanan
publik dapat dilakukan dengan mengurangi kos unit atau mengurangi total input
sumber daya dengan tlngkatan output yang ada sebelumnya (cosf minimiza
tion), atau dengan meningkatkan jumlah output dengan input yang ada (cosf
efficiency) atau dengan meningkatkan kualitas dan dampak sosial darl layanan
publik tersebut.

Optimalisasi pengelolaan layanan publik tidak bisa dilepaskan dari proses
pengukuran kinerja dari layanan publik tersebut. Dengan adanya pengukuran
kinerja, akan dapat diketahui seberapa efektifkah layanan publik tersebut dinilai
oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, perlu dikembangkan suatu model
pengukuran kinerja yang dapat diadopsi dengan mudah oleh siapapun selaku
penyedia peiayanan umum, termasuk pemerintah daerah sendiri. Sebagai suatu
model, tentu nya tidak menjadikan satu-satunyayang sempurna, oleh karenanya
pengembangan sesuai situasi dan kondisi setempat sangat diperlukan.

Model pengukuran kinerja peiayanan umum dikembangkan sebagai suatu
respon terhadap berbagai kondisi yang ada dl pemerintahan, terutama berkaitan
dengan peiayanan umum. Selain itu, model inijuga mencoba menjawab berbagai
permasaiahan dan pertanyaan dari semua pelaku di daerah, seperti: Adakah
alat ukur yang mudah digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan
pencapaian kinerja mereka dalam peiayanan umum? Model yang digunakan
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dapat berupa kombinasi dari berbagai model yang telah dl
seperti Result Base Management (RBM), Management by Objectives (MBO),
6an Balance Score Card (BSC). > -

Manajemen kinerja adalah suatu sistem pengukuran has!! keda serta
pengukuran efisiensi dari pelaksanaan program.atau pelayanan dari suatu dinas/
unit kerja/organisasi, yang dilaksanakan secara berkala dengan prosedur yang
baku.AdapunInformasi yangdiperoieh digunakan untukmenirigkatkan efektivitas
dan efisiensi program atau peningkatan penyediaan layanan. Jadi manajemen
kinerja mencakup keselumhan sistem pengelolaan kinerja, mulai daripengukuran
kinerja sampai dengan pemanfaatan/penggunaan informasi kinerja yang
dihasilkan untuk pengambilan keputusan, pengalokasian sumberdaya, dan
peningkatan pemberian layanan. Dengan demikian,jika hal yang diukurbukanlah
ha!yang tepat atau jika prosedur pengukuran dilakukan dengan tidak benar atau
tidak teratur waktunya, maka keputusan yang diambit berdasarkan informasi
yang terkumpul ini kemungkinan besar akan menjadi keputusan dengan kualitas
yang buruk. Secara keseluruhan, pengukuran yang dilakukan dalam mode! Ini
kemudian dituangkan kedalam bentuk dokumen Service ImprovementAction
Plan (S\AP).

Dalam situasi ekonomi dan moneter yang belum stabil sekarang ini,
pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien menja'di sangat penting
mengingatterbatasnya sumberdaya keuangan yang tersedia. Oieh karena Itu,
perlu ada informasi dan masukan untuk menilai sejauh mana sumberdaya yang
digunakan benar-benarmemberikan hasi! yang diharapkan. Pengukuran kinerja
menjadi suatu kehamsan untuk dilaksanakan oleh setiap dinas/unit kerja penyedia
layanan, sekecil apapun sumberdaya yang dimiliki oleh dinas/unit kerja
bersangkutan.

Semua pihak yang terlibat dalam manajemen kinerja, baik itu para
peiaksana program maupun para pengguna layanan programj, perlu memahami
keterbatasan dalam pengukuran kinerja agar langkah-langkah yang dibangun
dalam sistem ini adalah langkah yang realistis. |

Untuk membangun model pengukuran kinerja pelayanari umum, beberapa
langkah kerja berikutini perlu dilakukan oleh setiap instansi/prganisasi (Pusat
Inovasi Pemerintahan Daerah-YIPD/CLGI, 2003):
1. Pembentukan tim pengarah, yang akan mengarahkan dan rrjemantau keglatan

pengukuran kinerja secara menyeluruh.
2. Menetapkan lingkup program yang akan ditangani
3. Membentuk kelompok kerja(POKJA) dimasing-masing ur|i

akan diukur kinerjanya.
4. Identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan pengguna program pelayanan.
5. Menentukan hasi! (outcomes) yang akan diukur.

Memilih dan menetapkan indikator kinerja.
identifikaslkan sumber-sumberdata dan metode pengumpulan data.
Memilih penjabaran/perincian indikator dan menetapkan t
mark).
Membuat rencana analisis, seperti bagaimana data akan dianalisis dan
digunakan.

lO.Mislakukan pengumpulan data.

<enal sebelumnya

it pelayanan yang

Diok ukur (ibe/ic/]-
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11.Membandingkan data dengantoick ukur dan melakukan analisis sesuai dengan
rencana yang telah dibuat.

12.Lengkapi dengan penjelasan agar semua yang membaca hasil analisis
memiliki pengertian yang sama.

13.Susun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanan {Service Improve
ment Action Plan = SIAP) berdasarkan hasil analisis di atas. Perlu diingat
bahwa rencana kegiatanini perlu dijabarkan dalam bentukkegiatanoperaslonal
seharl-hari, agar penlngkatan pelayanan dapat dilaksanakan secara nyata.

14.Laksanakan SIAP.

Keseluruhan langkah dlatas akan memberl manfaat secara optimal pada
penlngkatan kinerja pelayanan umumjikadilaksanakansecara bersama dalam
kelompokmasing-masingunitkerja, serta dibahas bersama-sama dengan stake
holder yang lain.

E. BENCMARKING DIKAITKAN DENGAN PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGENDALIAN

Benchmarkingtidaksaja digunakan untukmengembangkan hal-halyang
fokus pada tekanan eksternal yang diarahkan dengan kebijakan, proses ini juga
merupakan solusi dalam mekanisme pemerintah pusat didalam mengukur dan
mengendalikan kinerja dalam sektor publik. Di dalam pemerintah daerah,
benchmarking dapat dikategorikansebagal "performance measurement ethos",
yang dapat diartikan, bahwa semangat penyelenggaraan darlbenchmarkingtidak
bisa dllepaskan darl adanya tuntutan publikakan adanya pengukuran kinerja
layanan publik.

Istllah pengukuran kinerja tentu saja tidak terlepas darl adanya Indikator
kinerja yang merupakan gambaran darl kinerja unityang ada. Pengukuran adalah
penilaiansuatu dengan obsen/asi (Cohen, 1989). Setidaknya ada empat kriteria
yang digunakan oleh Price dalam bukunya Handbook of organizational mea
surement Yang pertama adalah kualitas dimana merupakan seperangkat alat
ukur yang digunakan untuk menilai konsep yang relatif hasilnya. Kriteriayang
kedua adalah diversity. Kriteriainilebih dikenal karena memfasilitasi penilaian
dari teori preposlsi. Kriteria yang ketiga adalah sederhana. Dan kriteria yang
terakhir adalah ketersediaan.

Dikaitkan dengan sektor publik, modeldari pengukuran kinerjasektor publik
akan membentuk dasar atau basis bagi pemerintah pusat untuk memonitor
pencapalan Best Value. Namun demikian, temyata muncul permasalahan
dengan adanya model ini. Hal inidikarenakan adanya perbedaan antara sektor
publikdengan sektorswasta, welfare orinted dan profitoriented. Daripemasalahan
inimuncullah ValueforMoney, meliputiekonomi, efislensi dan efektifltas. Ekonomi,
berkaltan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan
kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efislensi berarti bahwa
penggunaari dana rnasyarakat {public finance) tersebut dapat menghasilkan
outputyang maksima! (berdaya guria). Efektlvitas berarti bahwa penggunaan
anggaran tersebut hams mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
Indikasl keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya
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peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat {sociai welfare) yang
semakin balk, kehidupan demokrasi yangsemakin maju, keadilai i, pemerataan,
sertaadanyahubungan yang serasiantarapusatdandaerah sert
Keadaan tersebut hanyaakan tercapai apabiia lembagasektor
dengan memperhatikankonsep value formoney.

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan
untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapal good goverr since. Value for
money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah
dan anggaran daerah. Untuk mendukung dllakukannya pengelolaan dana publlk
{public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan
sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal terselDut
dapat tercapai apabiia pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang balk.

Mengukur ekonomis dan efisiensi dalam sektor publik tidak menimbulkan
kesulltan yang berarti, karena hamplr seiuruh pemerintah daerah dapat diukur
dalam hal unit rupiah atau hubungan input-output yang sederhana. Akan tetapi
permasalahan yang muncul adalah pengukuran dari efektlfitas di tarenakan tidak
semua hal cukup diukur dengan satuan uang.

Untuk menunjang transparansi dan akuntabilltas pelavanan, standar
pelayanan'minimum (SPM) di bidang infrastruktur juga perlu diluncurkan sebagai
benchmarkkualitas pelayananpemerintah dibidang infrastruktur.

Dari penjelasan di atas, pengukuran kinetja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses benchmarking Wu sendiri. Dikaitkan detjgan penjelasan
Liu, maka proses analisa dalam benchmarking dapat dilakukan salah satunya
dengan pengukuran kineija. Proses analisa inilah yang kemudian membedakan
antara proses benchmarking yang ada di sektor publik dengan proses
benchmarking yang ada di sektor swasta.

aantardaerah.

publlk dikelola

F. BENCHMARKING OPTIWIALISASI LAYANAN PUBLIK DEISIGAN BEST
VALUE ^

I Beberapa pakar sangat menganjurkan praktik-praktil benchmarking
\ dilakukan di sektor swasta sebagai management tool, dapat |pula diterapkan
I dalam sektor publik. Dalam kasus yang ada di pemerintah daerah, kendala fiskal

yang dapatdiatasi oleh pemerintah pusat dan hasil dari tender-tenderdi pemerintah
pusat menentukan visi dari pengelolaan layanan jasa daeralj dan ditetapkan
sebagai pemicu benchmarking. Dari sini, pengendalian yang dilakukan oleh

I pemerintah pusat diakui sebagai petunjuk dalam melakukan benchmarking.
' Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ball (2000), dibuktikan bahya benchmarking
I dikembangkan setidaknya dalam pemerintah daerah di Iriggris .sebagai alat
I manajemen. Pemicu-pemicu praktik benchmarking yang\d\\akukan oleh
j pemerintah daerah dinilai sebagai faktor untuk meningkatka^n praktik-praktik
1 manajemen, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. |
I Lebihlanjut,Champ(1995)menjelaskanbahwabenc/7ma/fc/n£fmerupakan.

bagian integral dari perencanaan dan proses review yang terus berjalari untuk
menjamin perhatian pada lingkungan ekstemal dan untuk mengu^tkan penggunaan
dari informasi nyata dalam pengembangan kebijakan. Benchmarking6\gur\akan
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• untukmeningkatkankinenadenganmemahamimetodeclanpraktik-praktikyang
diperlukanuntuk mencapai kinerjakelas dunia.Tujuan utama daribenchmarking
untuk memahami praktlk-praktlktersebut yang akan menghasilkan keuntungan
bersalng. Ball (2001) dalam penelltiannya menemukan bahwa benchmarking
sebagai pendekatan manajemen yang menguntungkan secara emplris dapat
dimungkinkan dllakukan oleh pemerintah daerah. Balljuga membuktikan bahwa
penggunaan benchmarking 6\ \a\arar\ pemerintah daerah untuk meningkatkan
akuntabilitas. Temuan lainadalah digunakannya 'cost-basedbenchmark'untuk
menganalisa slack anggaran di pemerintah daerah.

Sebagai management tool, benchmarking digunakan untuk merespon
aktlvitas-aktivas dengan didasarkan pada adanya;
* kebutuhan untuk mengurangi biaya yang ada,
* kebutuhan untukmencapai hasilyang sama dengan pemakaian sumber daya

yang berkurang,
* kebutuhan akan adanya kesiapan dalam tender yang kompetitlf,
' keinginan untuk meningkatkan kualitas servis dan untuk merubah budaya

atau pehlaku.
Terkaitdengan upaya benchmarking6a\am meningkatkan layanan publik,

makaupaya menjadikan benchmarkingsebagai management too/selarasdengan
semangat yang ada dalam penerapan konsep Best Value yakni:
* Pursuing continuous improvement;
* Achieving a balance between qualityand cost; and
* Improving accountabilityby being more responsive to stakeholders

Perwujudan pengembangan yang berkelanjutan merupakan alat
manajemen di dalam upayanya mengoptimalisasikan layanan yang diberikan
kepada masyarakat.Demikian jugadengan keselmbanganantara kualitas dengan
kosyangdikeluarkan dan peningkatan akuntabilitas merupakan upayapencapaian
best value yang dapat dllakukandengan benchmarking.

Sebagai perkembangan yang berkelanjutan, Best Value mengutamakan
pencapaian kualitas layanan jasa sebagai suatu proses bukan saja sebagai
tujuan, dan perkembangan Best Value untuk pemerintah daerah adalah terus
menerus. Ini dapat ditempuh dengan melakukanproses benchmarkingsebagai
mana yang dijelaskan Taylor (2000) dengan Five benchmarks of excellence in
govemance berikut ini;
(1) Clearlyarticulated mission and vision

Langkah pengembangan yang berkelanjutan dapat dioptimalkan dengan
memahami betui misi dan visi organisasi yang bersangkutan. Misi dan visi
organisasi publik adalah welfare oriented,sehingga pengembangan layanan
publik yang berkelanjutan harus dllakukan untuk mencapai tujuan ini.
Organisasi publik yang baikharus memiliki visiyang jelas dan dapat diukur,
memiliki seperangkat tujuan, rencana strategi yang baik yang dapat
dikuantifikasikan dan dapat dispesifikasikan waktunya.

(2) Achievement-orientedculture
Penatausahaan yang baik dipengaruhi oleh individu yang memimpin,

. menciptakan budaya yang dapat memotiviasi pencapaian misi tersebut. Oleh
karena itu, proses benchmarking, tidakbisadilepaskan dari pengaruhpembuat
kebijakan. Dalam pemerintah daerah, kepala daerah harus mampu
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menciptakan budaya di dalam organisaslnya yang dapat mendukung
pencapaian tujuan. OptimallsasI layanan publik yang dil
benchmarking, tidak akan dapat ten/vujud apabila budaye
pemerlntah daerah tidak mendukungnya. Untukitu peran kep
berpengaruh di dalam pencapai misi ini.

(3) Leadership partnership
Sebagalmana yang dijelaskan di atas, kepemimpinan sane
dalam keberhasilan pengembangan yang berkelanjutan
kepemimpinan yang baik tidak akan optimal jlka tidak melibatkan elemen
yang'ada di bawahnya. Oleh karena itu, partnership 6\ bawah kendali leader
ship menjadisyarat mutlak keberhasilan continuousimprqvement'ml

(4) Focus on improvement
Organisasi yang berforma tinggi dan tertata baik memiliki
berikut; pemerlntahan yang kuat, manajemen yang baik, dan paradigma
operasional yang focus pada continuous improvement.

(5) Boards are a workable size
Organisasi yang memiliki struktur organisasi yang ideal menjadi pelengkap
kebutuhan benchmarking'ml Organisasi yang terlalu gemuk ataupun terlalu
ramping tetap saja akan berpengaruh terhadap kelayakan kinerjanya.

Konsep Best Value dikaitkan dengan optimalisasi layjanan publik juga
terkait denganakuntabiiitas; yangmembutuhkan transparansi pielalui konsultasi
dan penugasan audit untuk meyakinkan efektivitas komunikasi dengan komunitas
pemerlntah daerah. Tuntutan Best Value di dalam operasional organisasi
pemerlntah daerah menuntutadanya cost reduction. Altematif penyelenggaraan
aktivitas pengelolaan layanan publik in house trainingatavkah oi}tsourdngmen\a6\
salah satu kebijakan yang harus diambil. Keputusan "make orbuf inididasarkan
pada pertlmbangan yang berbeda antara sektor swasta dan sektor publik. Sec
tor swasta menggunakan pertlmbangan "make orbuf dalam iktivltas yang ada
adalah untuk profifo/renfed.Adapun untuk sector publik, maka pertimbangannya
jelas yakni untuk mengoptimalisasi layanan publik. Jlka alternative in house
training dipilih, maka cost reduction dan cost effectiveness harus menjadi
pertlmbangan di dalam penyelenggaraannya. Sedang-ap|abila alternative
oufsoL/rc/ngdipilih, makaselain dari pertlmbangan di atas, welfare orientedharus

(embangkan dari
yang ada dalam

ala daerah sangat

atmenentukan di

ni, hamun begitu

karakter sebagai

tetap diutamakan. Pemllihan pelaksana kegiatan dari luar ore
cukup dilakukan dengan tender yang tradisionai, tetapi harus
deryang kompetitif {compulsorycompetitive tendering).

Hal senada juga dijelaskan oleh Kloot (1999) terkait dengan optimalisasi
layanan publikyang menjeiaskan bahwa optimalisasi layana,n publiktersebut
akan dapat dipenuhi dengan adanya;

*pressure from centralgovernment;
* compulsorycompetitive tendering;
* changing culture andattitudes among localgovemmentmanagers.
Best Va/uejuga memerlukan pengawasan formal, yanp mencerminkan

kesepakatan untuk selalu meningkatkan kinerja, kewajiban dan fungsi masing?.
masing pihak dalam pemerlntahan daerah. Untuk itu budaya dan suasana kerja
di lingkungan organisasi publik harus mendukung tercapainila Sesf Value ini.
Dalam penerapan benchmarkingaba beberapa hal yang perlu d perhatikan yakni;

anisasi pun tidak
Tienerapkan ten-
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'• - :•••• ' • *- Jika memungkinkan, benc/7mar/f//?g seharusnya'tidak'terbatas-pada'
perbandingan hasil tetapi meliputijuga penllaian penyebab proses yang ada.

* Organisasi yang menerapkan benchmarking seharusnya berusaha untuk
meyakinkan bahwa budaya organisasi cenderung menerlma elos dari proses
benchmarking.

* Ketikaaktivitas benchmarking6\rencar\akan, perhatian seharusnya ada pada
pelatlhan-peiatihan, komunikasi dan perubahan manajemen disesuaikan
dengan usaha benchmarking.

G. KESIMPULAN

Dalam sektor swasta, benchmarking diakui sebagai usaha untuk mencari
dan menggabungkan praktik-praktik terttaikke dalam perusahaan untuk mencapai
persaingan yang menguntungkan. Benchmarkingada\ah suatu hai yang positif,
proses proaktif untuk merubah operasional dalam usaha yang terstruktur untuk
mencapai kinerjayang paling optimal. Keuntungan menggunakan benchmarking
adalah bahwa fungsi-fungsi diharuskan untuk mencari praktik-praktik industri
eksternal yang terbaik dan menggabungkan praktik-praktik tersebut ke dalam
operasional mereka didalam perusahaan. Halini akan memunculkan keuntungan,
penggunaan asset perusahaan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan dan memenangkan persaingan yang ada. Salah satu upaya yang
dapat diiakukan oleh pemerintahdaerah dalam usahanya mempetbaikimanajemen
kinerja melalui benchmarking a6a\ah dengan konsep Best Value.

Best Value adalah komitmen dalam pemerintah untuk memodernisasi
pengelolaan pemerintah daerah dan praktik bisnisnya (di area bisnis tertentu)
sehingga kewenangan lokaiyang ada tersebut dapat memberlkan layanan jasa
yang iebih baik dan bertanggung jawab. Tujuan dati konsep Best Valueiniadalah;
pursuingcontinuousimprovement, achievinga balance between qualityandcost;
and improving accountability by being more responsive to stakeholders.

Untuk itu, di dalam tujuan meningkatkan kemampuan manajerialnya,
pemerintah harus dapat melakukan benchmarking Xerhadap organisasi publik
sejenis atau organisasi swasta dengan beberapa batasan tertentu. Layanan publik
sebagai aktivitas utamanya perlu menjadl pokok perhatian di dalam upaya
meningkatkan kualitas layanan baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.
Perbaikan yang berkelanjutan harus seiaiu dibudayakan, pencapaian
keseimbangan antara kualitas layanan dan kos layanan harus menjadl tujuan
utama, disamping peningkatan akuntabilitas untuk stakeholders pemerintah
daerah juga tidak boleh dilupakan.

Untuk itu, indikator layanan kinerja dalam pemerintah daerah juga harus
dievaiuasi dan disesuaikan dengan Best Value. Mulal dari input sampai out
come harus senantiasa dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada daiam Best
Value tersebut. Seperti keputusan untuk menciptakan layanan publik melalui
outsourcingaXau inhouse.Caranya adafah dengan melalukan benchmarkingyang
merupakan management tool bagi manajer yang bersangkutan seperti untuk
melakukan adopsi praktik-praktik yang tepat terutama untuk kegiatan layanan
publik, kemudlan menyusun indikator kinerja yangbarudidasarkan pada konsep

' •• Best Value,dan kemudlan mengevaluasi dari menilaihya. *
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